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ABSTRAK

Urgensi pembentukan Komisi negara melalui  keputusan presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan  didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di
lingkungan pemerintahan dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap
pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat. Oleh

sebab itu, perlu transformasi dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi
upaya penguatan institusi  (institutional

pemerintahan  antara lain  melalui
strengthening) dan pengembangan kapasitas (capacity building) untuk mendukung
perubahan kebijakan (policy changes). Upaya ini telah dilakukan di Indonesia melalui
Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari perubahan gradual

Fksistensi komisi negara dalam sistem Ketatancgaraan Indonesia bersifat

saling menunjang dan mendukung, sistematika dan klasifikasi tersebut berkait pula
dengan tugas yang bersifat koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi dan sinergitas
dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang kuat. Oleh sebab itu,
lembaga negara ini bersifat quasi eksekutif dan quasi legislatif serta quasi yudikatif
dapat menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Non-Struktural tersebut tidak

mengurangi fungsi lembaga lainnya.
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